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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Infrastruktur merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat 

dapat berlangsung. Infrastruktur yang sering disebut sebagai prasarana dan 

sarana fisik dapat diartikan sebagai bangunan fisik untuk kepentingan dan 

keselamatan umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, transportasi 

termasuk jalan, irigasi, air bersih maupun sanitasi. Infrastruktur memiliki 

keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dapat ditunjukan dengan indikasi bahwa 

daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih 

baik, mempunyai tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

baik pula. 

Pembangunan infrastruktur memperlancar arus distribusi barang dan 

jasa. Secara ekonomi makro, ketersediaan pelayanan infrastruktur akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta, sedangkan secara 

ekonomi mikro, infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya 

produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan manusia, yang meliputi peningkatan nilai konsumsi, 

peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta 

peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro, 

yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya 

terhadap pasar tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja, pembangunan infrastruktur 

menciptakan peluang usaha dan menampung angkatan kerja sangat besar dan 

berpotensi untuk memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal 

dan perekonomian kawasan 

Di Indonesia, setelah era otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi 

atas tiga kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam 

penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi 

berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. 

Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Pengaturan 

jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan 

perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan; 

Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, 

pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan 

pengembangan jalan; Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan 
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penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta 

pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan politik, ekonomi, 

sosialbudaya, dan pertahanan keamanan nasional yang sangat vital perananya 

dalam ketahanan nasional. Sistem transportasi yang handal, dengan memiliki 

kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif 

dan efisien, dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, 

pembangunan ekonomi, serta mobilitas manusia, barang dan jasa. Infrastruktur 

sebagai unsur bagian sistem transportasi diharapkan dapat menciptakan dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak 

mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai 

atau dengan kata lain infrastruktur merupakan basic determinant atau kunci 

perkembangan ekonomi. Secara tidak langsung, keberadaan infrastruktur akan 

mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial – budaya kehidupan 

masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor 

konstruksi, infrastruktur juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. 

Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur dapat mendorong terciptanya 

stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju 

pembangunan nasional (Departemen Pekerjaan Umum, 2006). 
Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang merupakan target 

percepatan pembangunan ekonomi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada 

Gerbang Kertosusila, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru dan Kawasan Selingkar 

Wilis dan lintas selatan pada 20 November 2019. Untuk mendukung program 

pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus memiliki 

lingkungan yang bersih dan infrastruktur yang baik. 

Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang 

berada di ujung barat Pulau Madura. Bangkalan merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian 2 - 100 meter diatas permukaan laut,  terletak antara 60 51’ – 70 11’ 

Lintang Selatan dan antara 1120 40’ − 1130 08’ Bujur Timur . Luas wilayah 

Bangkalan adalah berupa daratan seluas 1.260,14 km2. (BPS-Bangkalan dalam 

angka, 2020). 

Untuk mendukung tercapainya percepatan pembangunan ekonomi harus 

didukung dengan infrastruktur yang memadai terutama dengan jalan. Karena 

jalanlah yang dapat mempercepat laju transportasi perdagangan, pertanian 

ataupun yang lainnya dari luar dan dari dalam daerah. Pada saat ini Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan melakukan penataan lingkungan dengan pembangunan 

infrastruktur penghubung antar wilayah di Kabupaten Bangkalan baik melalui 

dana APBD atau dana lain dari pusat seperti DAK, PISEW atau dana dana lainnya.  
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Pada pembangunan proyek konstruksi  pasti mempunyai kemungkinan 

berbagai macam risiko yang akan terjadi. Risiko usaha bisa disebabkan karena 

risiko alamiah atau non alamiah (Wibowo, 2010). Sangat banyak dan bervariasi 

jenis  risiko yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas  perusahaan  (Santoso,  

2017),  demikian  pula  halnya  di  dalam  usaha  jasa  konstruksi. Banyaknya 

risiko yang terjadi dalam kegiatan usaha jasa konstruksi karena banyak pihak yang 

terlibat,  karakteristik  usaha  yang  unik  dan  spesifik,  waktu  yang  diperlukan  

terbatas  dan terjadwal,  sudah  ditentukan  sebelumnya  serta  melibatkan  sumber  

daya  yang  cukup  besar (Triase dkk, 2019). 

Keberhasilan melaksanakan proyek kontruksi yang tepat waktu adalah salah 

satu tujuan yang terpenting, baik bagi pemilik maupun kontraktor. Kecepatan 

dalam hal pekerjaan sesuai time schedule akan membuat nilai yang positif bagi 

pemilik dan kontraktor. Suatu pekerjaan yang tepat waktu tersebut akan membuat 

prestasi tersendri bagi kontraktor dan kepuasan bagi pemiliknya. Didalam proyek 

konstruksi itu sendiri akan mengalamin kendala-kendalan yang disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti pengiriman material yang terlambat, design gambar yang 

telat, penentuan merk dari bahan atau material yang digunakan dan bisa dari faktor 

alam seperti terjadi banjir, gempa bumi. Kendala-kendala itu sendiri adalah sebuah 

kondisi yang sangat tidak dikehendaki karena akan sangat merugikan kedua belah 

pihak dari segi waktu, biaya dan mutu. 

Manajemen proyek adalah seni dan tindakan nyata dari keinginan melalui 

serangkaian usaha yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai hasil yang 

diinginkan sehingga tercapai keuntungan yang mengejutkan (Wateno Oetomo, 

2014), Manajemen adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan 

sumber daya seminimal mungkin (efisien). sedangakan proyek adalah rencana 

pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam 

rentang waktu tertentu. Sehingga manajemen proyek adalah suatu metode untuk 

mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Manajemen Proyek 

merupakan suatu sistem bagaimana mengatur jalanya suatu proyek konstruksi 

mencakup segala bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi 

suatu proyek konstruksi mulai dari proses awal hingga akhir dengan menjamin 

proyek dapat terlaksana tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu serta tepat fungsi.  

Seperti pada proyek Infrastruktur Peningkatan Jalan Karang Panasan - 

Blateran di Bangkalan tahun 2019, adalah proyek Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penigkatan 

jalan penghubung aantara desa Karang Panasan yang terletak di kecatan Blega 

dengan desa Blateran yang terletak di wilayah kecamatan Galis dengan panjang 

1.753 m. Daerah tersebut merupakan dataran rendah dan persawahan dengan 

infrastruktur jalan yang ada sangat sempit, pekerjaan proyek Jalan Karang 

Panasan – Blateran ini terdiri dari pekerjaan penahan jalan dan pengasapalan jalan. 

Yang menjadi hambatan dalam proyek ini adalah pekerjaan penahan tanah  karena 

struktur tanah yang tidak stabil jika ada hujan yang lebat dan air tergenang maka 
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lokasi tersebut berlumpur dan licin yang mengakibatan kerusakan dalam proses 

pembuatan struktur penahan tanah tersebut. Kondisi lain yang mempengaruhi 

adalah jalan akses ke lokasi proyek yang sempit,   kondisi wilayah di dataran 

rendah bila  ada limpasan air hujan dari wilayah yang lebih tinggi maka daerah 

tersebut menjadi banjir. Dari kondisi tersebut akan mempengaruhi terhadap hasil 

proyek itu sendiri baik dilihat dari segi biaya, mutu dan waktu. Kendala-kendala 

tersebut yang menyebabkan adanya keterlambatan waktu pekerjaan, 

pembengkakan biaya dan penurunnan kualitas dari pekerjaannya. 

Kondisi yang terjadi tersebut berdampak besar terhadap pemilik proyek dan 

penyedia jasa. Hal seperti inilah yang harus kita pikirkan kedepan dimana suatu 

proyek khususnya saluran jalan dalam pelaksanaan  tidak mengalami suatu 

kendala yang cukup berat. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menangani terjadinya risiko proyek adalah 

metode Probability Impact Matrix (PIM). PIM merupakan metode yang 

digunakan untuk menganalisis risiko secara kualitatif berdasarkan 

peluang/probabilitas dan konsekuensi/dampaknya. Diharapkan dengan 

menggunakan metode PIM risiko proyek yang dominan dapat diminimalisir 

dan dapat cepat diselesaikan supaya proyek dapat selesai sesuai dengan waktu 

dan biaya yang direncanakan. 
Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul Analisis 

Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Pembangunan Jalan Karang Panasan - 

Blateran Di Kabupaten Bangkalan.    

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, perlunya penelitian tentang analisis 

faktor faktor yang mempengaruhi pembangunan jalan di Kabupaten Bangkalan, 

sebagai berikut: 

1. Menganalisa faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi risiko dalam 

pelaksanaan proyek Jalan  

2. Bagaimana melakukan mitigasi terhadap faktor-faktor resiko paling tinggi 

untuk meminimalkan hal-hal yang mungkin akan terjadi 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Menganalis faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi risiko dalam 

pelaksanaan proyek jalan 

2.  Melakukan  mitigasi untuk faktor-faktor resiko yang tertinggi 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar penulisan ini tidak terlepas dari materi pokok 

pembahasan maka penulis membatasi ruang lingkup materi pembahasan hanya 
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pada analisis faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pembangunan jalan di 

Kabupaten Bangkalan 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat dalam 

menambah wawasan kepada pihak pihak yang terlibat dalam proyek di  Kabupaten 

Bangkalan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan tentang analisis faktor-faktor risiko dalam pekerjaan 

jalan  

2) Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan informasi bagaimana faktor faktor risiko yang mempengaruhi 

dalam pekerjaan jalan 

3) Bagi Pemilik Proyek (pengguna Jasa) dan penyedia jasa (Kontraktor dan 

Konsultan) 

Agar dapat mengidentifikasi, mengantisipasi, mengurangi risiko besar yang 

terjadi dalam proyek pembangunan jalan 

4) Bagi Peneliti selanjutnya  

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya  tentang 

analisis faktor-faktor risiko dalam pekerjaan jalan 

 

1.6.  Sistematika Penulisan  

Laporan penelitian ini disusun dalam beberapa bab, dan sub bab. Adapun 

isi dari tiap-tiap bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori, gambaran dan uraian-uraian yang 

menjelaskan dasar-dasar teori yang dijadikan bahan referensi 

penulisan tesis. 

 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang tahapa penulisan meliputi kerangka penulisan yang 

terdiri dari metode pengumpulan data-data baik primer maupun 

sekunder yang digunakan evaluasi data dan perumusan masalah 

yang timbul. 
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BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

Berisi analisis penelitian dan pembahasan kinerja kontraktor 

berdasarkan kuisioner dan aplikasi dengan SPSS 

 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap 

keseluruhan ruang lingkup masalah yang telah dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


